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TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN PELABUHAN, TERMINAL, DAN KAWASAN INDUSTRI
PERKAYUAN MARUNDA
JAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana Pembangunan Pelabuh-
an, Terminal, dan Kawasan Industri Perkayuan Ma-
runda, Jakarta, perlu dilaksanakan pengadaan tanah
seluas sekitar 400 hektar.

b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Pani-
tia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Pelabuhan,
Terminal dan Kawasan Industri Perkayuan tersebut
di atas.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978, ten-
tang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
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2. Keputusan Presiden Nomor 11 A tahun 1980, tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1980/1981.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI
KEUANGAN, MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI
PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANI-
TIA PENGADAAN TANAH UNTUK PELABUHAN,
TERMINAL, DAN KAWASAN INDUSTRI PERKAYU-
AN MARUNDA JAKARTA.

Pasal 1

Membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan, Termi-
nal dan Kawasan Industri Perkayuan Marunda, Jakarta, dengan susunan seba-
gai berikut :

1. Sdr. S. Datjono, SH — Sebagai Ketua merangkap Ang-
Dirjen Agraria Departemen gota. .
Dalam Negeri.

2. Sdr. Ir. Piek Muljadi, — Sebagai Wakil Ketua merangkap
Wakil Gubernur Kepala Daerah Anggota.
Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sdr. Soemarsono, SH. — Sebagai Sekretaris merangkap
Direktur Pengurusan Hak Tanah Anggota.
Ditjen Agraria.

4. Sdr. Ir. Bambang Triono, — Sebagai Anggota.

Direktur Pendaftaran Tanah Ditjen
Agraria, Departemen Dalam Negeri.
5. Sdr. Drs. Muljadi Maksoem, — Sebagai Anggota.

Sekretaris Ditjen Moneter Dalam
Negeri, Departemen Keuangan.

6. Sdr. DR. J.B. Kristiadi, — Sebagai Anggota
Direktur Pembinaan Kekayaan
Negara Ditjen Moneter Dalam
Negeri, Departemen Keuangan
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10.

11.
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4)

. Sdr. Ir. Soemarsono,

Sebagai Anggota

Ditektur Bina Produksi Ditjen
Kehutanan, Departemen Pertanian.

. Sdr. Ir. Soejono, — Sebagai Anggota

Kepala Direktorat Pelabuhan dan
Pengerukan, Ditjen Perhubungan
Laut Departemen Perhubungan

. Sdr. Koestanto, — Sebagai Anggota

Walikota Jakarta Utara, Pemda DKI
Jakarta.

Sdr. Ir. Tb. Sudrajat Sumaatmadja,
Kepala Proyek Pengembangan Ling-
Kungan Marunda Pemda DKI.
Jakarta.

Sdr. Ir. Sunjoto,
Pemimpin Proyek Pengembangan
Fasilitas Pelabuhan Laut Marunda.

Sebagai Anggota

|

Sebagai Anggota

Pasal 2

Panitia membeli/membebaskan tanah seluas sekitar 400 hektar (empat
ratus hektar) yang terletak di Kecamatan Cilincing, Wilayah Jakarta
Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan batas seperti yang ter-
cantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 617 Tahun 1978 tanggal 16 Oktober 1978 dan menye-
lesaikan masalah pemukiman penduduk sebagai akibat pengadaan tanah
tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Team tersebut dibantu oleh Panitia Dae-
rah yang dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 1975;

Tanah yang akan dibeli/dibebaskan seperti yang dimaksud pada pasal 2
(1), pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh Departemen Keuangan
cq. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri dan Departemen Perhu-
bungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui DIP sektoral
khusus diperuntukkan pelabuhan;

Tanah yang telah dibeli/dibebaskan seperti dimaksud pada pasal 2 di
atas, dikuasai langsung oleh Negara yang pengurusan dan penguasaannya
dipertanggungjawabkan kepada Departemen Perhubungan khusus untuk
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Pelabuhan Marunda serta kepada Departemen Pertanian dan Departemen
Dalam Negeri cq. Proyek Pengembangan Lingkungan Marunda untuk
Terminal dan Kawasan Industri Perkayuan Marunda, sesuai dengan per-
untukannya.

Pasal 3

Panitia supaya dapat menyelesaikan tugasnya di dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya dan segera melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Segala biaya sebagai akibat dari pada Keputusan Bersama ini dibebankan ke-
pada Anggaran Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan sesuai
dengan ketentuan pada pasal 2 (3) di atas.

Pasal 5

Panitia dinyatakan bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tu-
gasnya dan laporan bersangkutan telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Setiap peraturan dan atau keputusan yang berhubungan dengan Pembebasan
Tanah Proyek Marunda yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinya-
takan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 8

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Februari 1981

MENTERI DALAM NEGER], MENTERI KEUANGAN,
ttd. : ttd.
AMIRMACHMUD ALI WARDHANA
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MENTERI PERTANIAN, MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd. ttd.

SOEDARSONO HADISAPOETRO RUSMIN NURJADIN

SALINAN : Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth. :
Bapak Presiden Republik Indonesia.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Menteri Negara Ekuin.

Menteri/Sekretaris Negara.

Yang bersangkutan.
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